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	This research aims to implement an innovative and fair royalty distribution for song and music creators to fulfill their economic rights. Using a descriptive and normative approach, this paper analyzes regulations, policies, and music experts' views to identify challenges and propose new strategies. The results show that openness, transparency, and the role of professional collective management organizations can significantly improve royalty distribution. The implication is that song and music creators will benefit more fairly, while the music industry as a whole will improve. The implementation of these measures is essential to ensure the protection of the economic rights of song and music creators. By involving close cooperation between creators, record producers, distributors and collective management organizations in the implementation of the new royalty distribution practices and increasing transparency in the calculation and distribution of royalties.
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	ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan pendistribusian royalti yang inovatif dan adil bagi pencipta lagu dan musik untuk memenuhi hak ekonomi mereka. Dengan pendekatan deskriptif dan normatif, tulisan ini menganalisis peraturan, kebijakan, dan pandangan ahli musik untuk mengidentifikasi tantangan dan mengusulkan strategi baru. Hasilnya menunjukkan bahwa keterbukaan, transparansi, dan peran organisasi manajemen kolektif yang profesional dapat meningkatkan pendistribusian royalti secara signifikan. Implikasinya, pencipta lagu dan musik akan mendapatkan keuntungan yang lebih adil, sementara industri musik secara keseluruhan akan mengalami perbaikan. Implementasi langkah-langkah ini penting untuk memastikan perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dan musik. Dengan melibatkan kerjasama erat antara pencipta, produsen rekaman, distributor dan organisasi manajemen kolektif dalam penerapan praktik pendistribusian royalti yang baru dan meningkatkan transparansi dalam perhitungan dan pembagian royalti.
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I.         PENDAHULUAN
Industri musik telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat, didukung oleh kreativitas para pencipta lagu dan musik yang tak kenal batas. Namun, di balik kesuksesan industri ini, terdapat tantangan besar dalam memastikan keadilan dalam pendistribusian royalti kepada para pencipta lagu dan musik (Harini et al., 2021). Hak ekonomi mereka sering kali tidak sepenuhnya terpenuhi, mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam penerimaan imbalan atas karya kreatif mereka. Dalam era di mana karya kreatif mudah diakses dan dibagikan melalui berbagai platform digital, perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dan musik menjadi semakin penting. Implementasi strategi inovatif ini akan membawa dampak positif bagi industri musik secara keseluruhan, serta memberikan dorongan bagi para pencipta lagu dan musik untuk terus berkarya dan berkontribusi dalam memperkaya dunia musik.
Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah suatu hak istimewa yang dihasilkan dari kreativitas pemikiran seseorang. Kreasi intelektual harus menghasilkan hasil fisik tiga dimensi yang konkret. Jika hanya berupa ide, konsep, atau konsep tanpa dimensi fisik, maka tidak dapat disebut sebagai hak kekayaan intelektual (Santoso, 2008).  Selain berfungsi sebagai sarana pujian dan pengakuan atas karya atau kecerdikan seseorang, hak atas kekayaan intelektual mendorong inovasi, perluasan kreatifitas dalam masyarakat, dan menjadi contoh bagi orang lain. Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lagu dan musik merupakan karya cipta yang dilindungi secara hukum. Para pencipta juga memiliki hak eksklusif, termasuk hak ekonomi dan moral, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang tersebut. Pencipta lagu, seperti pencipta karya lainnya, juga memiliki hak eksklusif yang telah diatur oleh undang-undang, yang mencakup hak moral dan hak ekonomi.
Ramainya para pencipta lagu menagihkan royalti kepada event organizer (EO) dan tempat publik yang bersifat komersil apabila artisnya menyanyikan lagu-lagu yang telah mereka ciptakan saat pertunjukan cukup menjadi perhatian masyarakat. Hal ini karena terungkap fakta bahwa banyak pencipta lagu yang telah menciptakan karya legendaris dan masih dibawakan sampai saat ini, hidup dibawah garis kemiskinan di masa tuanya karena tidak mendapatkan royalti dari lagu yang pernah dibuat. Mengingat banyaknya helatan konser atau banyaknya bioskop di Indonesia, maka tergambar besarnya potensi royalti yang bisa diterima oleh pencipta lagu. Belum lagi sektor-sektor lain yang juga menyumbang royalti besar seperti karaoke, restoran, hotel hingga layanan transportasi darat maupun udara. Namun kenyataannya, jumlah royalti yang terkumpul di Indonesia setiap tahunnya masih terbilang rendah (Triatmojo et al., 2021). 
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) selaku pemegang mandate pencatatan dan pengumpulan royalty mewakili musisi setiap tahunnya mencatat jumlah royalti terkumpul sangat jauh dari nilai atau potensi yang sebenarnya di Indonesia (Karim, 2021). Fenomena pelanggaran hak cipta di Indonesia disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat atas Undang-Undang Hak Cipta, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan kurangnya minat masyarakat untuk membaca dan memahami peraturan (Sastrawan, 2021). Penelitian ini akan memaparkan proses pendistribusian royalti dari pengelola tempat publik yang bersifat komersil kepada pencipta melalui LMKN  sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, PP No. 56 tahun 2021 dan Permenhukham no. 9 tahun 2022.
Sebelumnya telah ada penelitian sejenis yang terkait dengan implementasi pembayaran royalti terhadap pencipta lagu yang dilakukan oleh Permana et al. (2021), yang berfokus pada Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 serta memaparkan terkait langkah hukum yang dapat diambil oleh pemegang hak cipta apabila royaltinya tidak dibayarkan. Dalam penelitiannya, Sinaga (2020) menyimpulkan bahwa Para pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak ekonomi atas lagu dan musik melalui perjanjian lisensi. Proses pengelolaan royalti dimulai dengan pemberian lisensi, lalu mengumpulkan dan mendistribusikan royalti. Pengelolaan royalti ini dilakukan oleh LMK yang bertindak sebagai perwakilan pencipta lagu dan pemegang hak terkait.
Keunikan dan temuan baru dalam penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah fokusnya yang merujuk  pada regulasi terbaru yaitu PP No. 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti atas Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang dilaksanakan melalui Permenhukham no. 9 tahun 2022. Penelitian ini juga mencoba menawarkan solusi dalam penyelesaian masalah pendistribusian royalti sehingga para pencipta lagu dan pemegang hak terkait dapat menikmati hak ekonomi atas hasil karya ciptaan mereka. Karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik permasalahan yang akan diteliti yaitu bagaimana implementasi pendistribusian royalti oleh user kepada pencipta lagu sehingga hak ekonomis dari pencipta lagu dapat terlindungi.
II.      METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan  pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada bahan penelitian data sekunder atau bahan yang didukung oleh data kepustakaan (Ali, 2021). Berdasarkan metodologinya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dan dirancang untuk memberikan gambaran dan mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi pencipta lagu dan musisi. Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara library research yaitu melalui inventarisasi materi, membaca dan melakukan Analisa pada materi-materi tersebut. Data diperoleh dari sumber sekunder berupa literatur, kebijakan, dan data statistik industri musik. Metode pengumpulan data melibatkan studi pustaka dan analisis konten dari berbagai sumber data. Data kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif untuk mengidentifikasi tantangan dan merumuskan strategi baru dalam pendistribusian royalti yang lebih adil dan inovatif. 
[bookmark: _46aey86l2nt3]III.   HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hak Eksklusif atas Lagu dan Musik dalam Hak Cipta
Hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberikan keistimewaan kepada pencipta untuk mendapatkan imbalan finansial atas karya mereka (Yustisa, 2015). Pengaturan terkait hak ekonomi ada dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Walaupun hak cipta dapat dialihkan, hak moral yang melekat pada pencipta tidak dapat dihapus atau dicabut dengan alasan apa pun. Hak moral merupakan bagian tak terpisahkan dari pengarang, berbeda dengan hak ekonomi yang dapat dipindahtangankan atau diberikan kepada pihak lain. Hak Moral sendiri pengaturannya terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 UUHC. Dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat bahwa hanya hak ekonomi yang dapat dialihkan atau dipindahtangankan, sementara hak moral akan selalu tetap dimiliki oleh pencipta karya tanpa batas waktu.
Salah satu bentuk hak ekonomi bagi pemegang hak cipta adalah melalui pembayaran royalti, akan tetapi masih terdapat musisi atau pencipta musik dan/atau lagu yang belum menerima hak mereka dalam bentuk pembayaran royalti (Arumdhani & Joesoef, 2021). Meskipun demikian, faktanya sebagian besar masyarakat masih belum menghargai karya dalam industri musik dan/atau lagu. Hal ini terbukti dari banyaknya pelanggaran hak cipta yang terjadi, termasuk pelanggaran terhadap hak ekonomi yang dimiliki oleh para pemegang hak cipta. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memastikan pemenuhan hak ekonomi bagi para pencipta musik dan/atau lagu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, hak ekonomi merupakan salah satu aspek penting dari hak kekayaan intelektual. Hak ekonomi diperhitungkan karena bisa dimanfaatkan oleh pihak lain dalam industri atau perdagangan untuk meraih keuntungan (Fikri, 2021). Dengan demikian, hak kekayaan intelektual bisa menjadi objek perdagangan.
Hak cipta melindungi ciptaan lagu dan/atau musik yang telah berwujud dalam bentuk fisik dan memiliki asal-usul orisinal. Ide atau gagasan tidak mendapatkan perlindungan hak cipta karena karya cipta harus memiliki bentuk khusus, berasal dari kemampuan, kreativitas, dan keahlian penciptanya sehingga dapat dilihat, dibaca, dan didengar sebagai ciptaan yang unik dan autentik. Penjelasan tersebut mengikuti konsep dasar perlindungan hak cipta dalam UUHC yang menekankan pentingnya bentuk konkret dan keaslian dalam ciptaan. Untuk mendapatkan perlindungan hukum hak cipta, sebuah lagu harus ada dalam bentuk nyata dan berwujud (ekspresi) serta menjadi hasil orisinal tanpa plagiat. Sebuah lagu yang hanya dinyanyikan secara spontan dan tidak diabadikan dalam bentuk rekaman atau tulisan tidak memenuhi syarat hak cipta. Namun, jika lagu tersebut direkam dalam pita rekaman atau dituliskan dan dapat diidentifikasi sebagai karya asli yang bukan hasil tiruan, baru dapat memperoleh perlindungan hak cipta.
Hak ekonomi yang melekat pada hak cipta terdiri atas (1) Hak reproduksi yang sering dikenal sebagai hak untuk mereplikasi karya atau biasa disebut sebagai perbanyakan; (2) Hak adaptasi, yaitu hak untuk memodifikasi hak cipta yang sudah ada. Hak ini diatur dalam Bern Convention; (3) Hak distribusi, yaitu hak untuk mendistribusikan hasil karya kepada publik dalam bentuk penjualan atau penyewaan; (4) Hak pertunjukan, yaitu hak untuk menampilkan atau mementaskan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragawati. Hak ini diatur dalam Bern Convention; (5) Hak penyiaran, yaitu hak untuk melakukan penyiaran melalui transmisi dan transmisi ulang atau biasa disebut sebagai hak siar. Dalam UUHC biasa disebut sebagai hak mengumumkan; (6) Hak program kabel, yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran tetapi tidak melalui transmisi melainkan melalui kabel; (7) Droit de suit, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan; (8) Hak pinjam masyarakat (public lending right), yaitu hak pencipta untuk mendapatkan kompensasi atas karya yang disimpan di perpustakaan umum dan dipinjam oleh anggota masyarakat umum. Hak ini berlaku di Inggris dan diatur dalam Public Lending Right Act 1979, The Public Lending Right Scheme 1982.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa strategi baru berupa keterbukaan dan transparansi dalam perhitungan royalti dapat memberikan keuntungan bagi pencipta lagu dan musik. Dengan memperjelas proses perhitungan dan pembagian royalti, pencipta akan lebih dapat memahami bagaimana royalti mereka dihitung dan bagian yang mereka dapatkan dari hasil penjualan lagu dan musik mereka. Pentingnya kerjasama erat antara semua pihak terlibat dalam industri musik juga menjadi fokus dalam pembahasan. Dengan melibatkan pencipta lagu dan musik, produsen rekaman, distributor, dan organisasi manajemen kolektif dalam penerapan praktik pendistribusian royalti yang baru, dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkesinambungan dalam industri musik.
Sebelum adanya PP Nomor 56 Tahun 2021, LMKN sebagai pengelola royalti diatur dalam Bab XII UUHC. Namun, ketentuan dalam UU tersebut belum memberikan penjelasan yang jelas mengenai pengelolaan royalti oleh LMKN. Oleh karena itu, PP Nomor 56 Tahun 2021 hadir untuk memberikan penjelasan yang lebih mendetail dan terperinci tentang pengelolaan royalti oleh LMKN (Indarsen, 2022). Tujuannya adalah untuk menciptakan kejelasan dan mengurangi pelanggaran dalam pemenuhan hak ekonomi para pemegang hak cipta, khususnya dalam bidang musik dan/atau lagu. PP ini menjadi dasar yang kuat untuk melindungi hak-hak intelektual para pencipta.
2. Implementasi Pendistribusian Royalti oleh User kepada Pencipta Lagu
Penelitian ini mengungkapkan bahwa saat ini pendistribusian royalti bagi pencipta lagu dan musik dalam industri musik masih menghadapi berbagai tantangan. Mayoritas pencipta lagu dan musik belum mendapatkan imbalan yang adil atas karya kreatif mereka. Keterbukaan dan transparansi dalam perhitungan dan pembagian royalti juga masih kurang, menyebabkan ketidakjelasan bagi para pencipta tentang berapa pendapatan yang seharusnya mereka terima. Tantangan yang dihadapi dalam pendistribusian royalti mencakup masalah administratif, kurangnya data yang akurat, dan kesulitan dalam melacak penggunaan lagu dan musik di era digital. Namun, dengan menghadirkan peran organisasi manajemen kolektif yang profesional, sistem pendistribusian royalti dapat diperbaiki secara signifikan (Aliansyah, 2022). Organisasi ini dapat berperan sebagai perantara yang efektif antara pencipta lagu dan musik, produsen rekaman, dan distributor untuk mengelola hak ekonomi dan pendistribusian royalti secara tepat waktu.
Pada proses pendistribusian royalti oleh LMKN terhadap pengguna musik dan/atau lagu yang digunakan untuk kepentingan komersil, transparansi sangat penting untuk menciptakan keamanan dan membangun kepercayaan antara masyarakat dengan negara. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan PP Nomor 56 Tahun 2021 untuk menjelaskan mekanisme pengelolaan royalti oleh LMKN secara rinci. Aturan tentang tata cara penarikan royalti tercantum dalam Bab III PP ini. Di dalamnya diatur dengan terperinci mengenai penarikan royalti oleh LMKN untuk pengguna musik dan/atau lagu yang menyediakan layanan publik secara komersil kepada pencipta musik dan/atau lagu, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang menjadi anggota atau belum menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif.
Pendistribusian royalti yang dihimpun secara kolektif oleh LMKN diatur sesuai Pasal 14 PP Nomor 56 Tahun 2021. Royalti yang telah dikumpulkan oleh LMKN akan didistribusikan kepada pencipta musik dan/atau lagu, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait (Pramanto, 2022). Ada dua pos pendistribusian, yaitu pertama bagi anggota LMK, royalti akan didistribusikan langsung kepada yang bersangkutan. Kedua, bagi non-anggota LMK, royalti yang dihimpun akan dialihkan ke pos dana cadangan. PP ini juga menjamin transparansi pengelolaan royalti oleh LMKN dengan mewajibkan dilakukannya audit keuangan dan audit kinerja setidaknya satu tahun sekali oleh akuntan publik. Hasil audit ini harus dipublikasikan kepada masyarakat melalui media cetak elektronik dan media cetak nasional, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan transparansi dalam pengelolaan royalti hak cipta musik dan/atau lagu oleh LMKN.
Dalam mengatasi masalah belum tersedianya pusat data lagu dan/atau musik yang dapat mencatat semua karya musik di Indonesia, PP Nomor 56 Tahun 2021 mencakup Bab II tentang Pusat Data Lagu dan/atau Musik bertujuan untuk memaksimalkan pembayaran dan pendistribusian royalti melalui pembangunan pusat data musik dan/atau lagu. Pusat data tersebut akan diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk LMKN, pencipta musik dan/atau lagu, pemegang hak cipta, pengguna komersil, serta pemilik hak terkait. Informasi seperti nama pencipta musik dan/atau lagu, nama penyanyi, dan produser rekaman yang tercatat dalam Pusat Data Lagu dan/atau Musik akan dikelola oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui e-Hak Cipta.
Dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2021 dinyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang dapat menggunakan musik dan/atau lagu secara komersial sebagai layanan publik, dengan syarat melakukan pembayaran royalti kepada pencipta musik dan/atau lagu, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait melalui perantaranya LMKN. PP ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam masyarakat terkait pemenuhan hak ekonomi para pencipta musik dan/atau lagu, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait sehingga upaya perlindungan hukum hak cipta dan hak-hak terkait dapat terjamin dan dilindungi dengan baik (Nyaman et al., 2021).
Jika pengguna mematuhi kewajibannya berdasarkan kontrak dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk membayar royalti lagu sesuai dengan pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta, maka penggunaan lagu secara komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta (Gunawan, 2019). Mengenai royalti, Undang-Undang Hak Cipta hanya menjelaskan pemahaman dan perjanjian lisensi, setelah itu penerima lisensi diharuskan membayar royalti kepada pemilik hak cipta yang sesuai. Hanya pengguna (user) dan pemilik hak cipta yang dapat menegosiasikan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (Wijaya, 2019). 
Untuk dapat meningkatkan pendistribusian pembayaran royalti, tidak cukup dengan adanya sosialisasi dari pemerintah dan LMKN saja. Akan tetapi juga dibutuhkan adanya transparansi dari LMKN khususnya mengenai user yang telah membayar royalti, jumlah royalti yang telah dibayarkan dan perhitungan royalti yang didistribusikan kepada pencipta lagu dan pemegang hak terkait. Karena itu dibutuhkan suatu lembaga pengawas untuk memastikan LMKN menjalankan kewenangannya secara transparan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan.
IV.   KESIMPULAN
Langkah inovatif dalam pendistribusian royalti sangat penting untuk melindungi hak ekonomi para pencipta lagu dan musik. Dengan menghadirkan keterbukaan, transparansi, dan peran organisasi manajemen kolektif yang profesional, diharapkan industri musik secara keseluruhan akan mengalami perbaikan dan pencipta lagu serta musik akan mendapatkan imbalan yang lebih adil atas karya kreatif mereka. LMKN bertanggung jawab dalam mengelola hak ekonomi para pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk meminta, mengumpulkan, dan mendistribusikan royalti. Lembaga pengawas LMKN dan LMK dirasa perlu ada sebagai pihak yang diberi kuasa oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengelola royalti lagu agar lebih transparan dalam mengelola royalti lagu sehingga pencipta atau pemegang hak cipta kedepannya tidak ada yang mengeluhkan pendapatan dari royalti lagu dan dapat mensejahterakan para pencipta lagu dan keluarganya.
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